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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

10.

BUPATI DELI SERDANG

bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, dan
pengawasan penggunaan sumber daya alam yang berasal dari
pertambangan mineral dan penggunaan bahan pertambangan mineral
secara berlebihan serta tidak teratur akan dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan yang akan menimbulkan gangguan ketentraman dalam
kehidupan masyarakat.

bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu di atur dalam suatu Peraturan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Utara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan
Penutupan Tambang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi
Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Deli Serdang;

16. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten
Deli Serdang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o o

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

Bupati adalah Bupati Deli Serdang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Deli Serdang;

Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli
Serdang;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijihan dan segala macam
batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;

Pertambangan Umum adalah setiap kegiatan pertambangan meliputi Eksplorasi,
Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;

Eksplorasi adalah segala penyelidikan Geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih
teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian;

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian
dan memanfaatkannya;



12. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk
memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;

13. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh
informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis
dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta
perencanaan pascatambang;

14. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi,
penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana
pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

15. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh
fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

16. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral
dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

17. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu
mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

18. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian,
mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian
sampai tempat penyerahan;

19. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian, hasil
pertambangan mineral dan batubara;

20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk
menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat
berfungsi kembali sesuai peruntukannya,;

22. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk
melakukan reklamasi;

23. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL;

25. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat,
baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;

26. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral dan/atau batubara dan terikat dengan batasan administrasi pemerintahan
yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;

27. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang
telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;

28. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUP

BAB Il
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Golongan Komoditas Tambang
Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas

tambang, yaitu :

a.  mineral radiokatif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif
lainnya;

b.  mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga,
perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air
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(1)

)

(3)

raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium,
gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit,
khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodimyum, hafnium,
scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium,
telluride, strontium, germanium, dan zenotin;

mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar,
kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker,
fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit
rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan
batu gamping untuk semen;

batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap
(fuller earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, tarkhit, leusit, tanah
liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu
terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari
bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang,
kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), batu gamping, onik, pasir
laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan
logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

batubara, meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Bagian Kedua
Jenis lzin Usaha Pertambangan
Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan Usaha
Pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan
(IUP).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari :
a. IUP Eksplorasi;
b. IUP Operasi Produksi;

IUP diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas dan dalam
kondisi tertentu harus dengan melampirkan rekomendasi teknis dari instansi terkait;

Pasal 4

IUP dapat diberikan kepada :
a. Perseorangan.
b. Badan.

Pasal 5

IUP diberikan melalui tahapan :
a. pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan); dan
b. pemberian 1UP.

1)

(2)
(3)

Bagian Ketiga
Pemberian WIUP
Pasal 6

Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
a. WIUP radiokatif
b. WIUP mineral logam;
c. WIUP batubara;
d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
e. WIUP batuan.
WIUP radiokatif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang;
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(4) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan
wilayah;

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Wiup
Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau
perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati;

(2) Apabila WIUP yang dimohon berada di lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, maka
pengajuan WIUP kepada gubernur dan harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari
Bupati;

(3) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah
memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan
system informasi geografis yang berlaku secara nasional, memperoleh prioritas pertama
untuk mendapatkan WIUP;

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kerja setelah diterima
permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon
disertai dengan Penyerahan Peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP dengan
membayar uang pencadangan wilayah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

(6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis
kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan;

Bagian Kelima
Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (1UP)
Pasal 8

(1) IUP terdiri dari :
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1(satu) jenis mineral.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian
atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Bahan galian yang memerlukan IUP Eksplorasi sebelum dikeluarkannya IUP Operasi
Produksi adalah bahan galian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf a, b dan ¢
antara lain : mineral radiokatif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, bahan galian
radioaktif lainnya, mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium,
emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum,
bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum,
cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium,
ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodimyum,
hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium,
telluride, strontium, germanium, zenotin, mineral bukan logam meliputi intan, korundum,
grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit,
asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar,
bentonit, gypsum, dolomite, kalsit rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu



kuarsa, perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen, batubara, meliputi bitumen
padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

(5) Bahan galian yang tidak memerlukan IUP Eksplorasi adalah bahan galian sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 2 huruf d antara lain : batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian,
marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth), slate, granit, granodiorit, andesit,
gabro, peridotit, basalt, tarkhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon,
chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas,
batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai
ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan
pilihan (tanah), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur
mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi
ekonomi pertambangan.

(6) Persyaratan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan adalah sebagai berikut :

a. Photo copy akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Profil badan usaha;

Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
Foto copy NPWP,;

Susunan direksi dan daftar pemegang saham;

Surat Keterangan domisili;

Foto copy Surat Tanah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

S e o o o0 o

Foto copy KTP;

Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi
yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

J.  Keputusan Bupati menerima permohonan WIUP dan Peta WIUP yang dilengkapi dengan
batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi
geografi yang berlaku secara nasional;

k. Garansi Bank dengan jumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
sebagai bukti/jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi dan dapat dicairkan setelah
permohonan IUP Eksplorasi disetujui atau ditolak.

Pasal 9

(1) Setiap orang perseorangan atau badan yang telah mendapatkan Keputusan Bupati dan Peta
WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah penerbitan peta WIUP nineral bukan logam/batuan harus menyampaikan permohonan
IUP Eksplorasi kepada Bupati;

(2) Apabila Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja
tidak menyampaikan permohonan 1UP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan
wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah serta WIUP menjadi wilayah terbuka;

Pasal 10

(1) Permohonan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 huruf b
Peraturan Daerah ini, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Foto copy akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

b. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

c. Foto copy NPWP;

d. Susunan direksi dan daftar pemegang saham atau susunan pengurus koperasi;
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Surat keterangan domisili;

Foto copy KTP;

Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai
dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;

Laporan lengkap eksplorasi;

Laporan studi kelayakan;

Rencana reklamasi dan Surat Pernyataan Pembayaran Jaminan Reklamasi;

Rencana kerja dan anggaran biaya;

Foto copy Surat Tanah, dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Masyarakat sekitar;

Rekomendasi Camat;

Rekomendasi Dinas PU Bidang Pengairan Kabupaten Deli Serdang, apabila
penambangan di sungai ;

AMDAL/UKL-UPL;

Khusus pasir laut diperlukan Rekomendasi Izin Pengerukan dari Departemen
Perhubungan Republik Indonesia, Rekomendasi lzin Pengerukan dari Syahbandar
setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat nelayan setempat.

(2) Untuk TUP Operasi Produksi yang diperoleh tanpa melalui tahapan IUP Eksplorasi, maka
persyaratannya adalah :

a.

S3I—ATTS@heo0T

e

LT

Salinan Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

Salinan NPWP;

Foto copy KTP;

Surat Keterangan Domisili;

Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur;
Foto copy Surat Tanah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

Salinan AMDAL atau UKL-UPL;

Rekomendasi Teknis dari PU Bidang Pengairan apabila pertambangan di sungai;
Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertanian apabila untuk pencetakan sawah;
Rekomendasi Camat;

Surat Keterangan Kepala Desa Tidak Silang Sengketa;

. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Masyarakat Sekitar;

Surat Pernyataan Tenaga Ahli dibidang pertambangan disertai salinan ijazah terakhir
(Riwayat Hidup, Pengalaman Kerja dan FotoPhoto copy KTP);

Surat Pernyataan Bertanggung jawab Atas Lingkungan;

Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Jalan;

Rencana reklamasi dan Surat Pernyataan Pembayaran Jaminan Reklamasi.

(3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan
penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan
dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
(4) Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah sebagai
berikut :
a. Salinan Akte pendirian perusahaan;
b. Foto copy NPWP;
c. Foto copy KTP;
d. Salinan IUP Operasi Produksi dan/atau IUP khusus pengolahan dan pemurnian yang
merupakan sumber bahan pertambangan yang akan diangkut/dijual;
e. Rencana pengangkutan dan penjualan.
(5) Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian adalah sebagai
berikut :
a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan;
b. Denah/Sket lokasi Pengolahan dan Pemurnian yang diketahui oleh Camat;
c. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
d. Foto copy NPWP;



e. Foto copy KTP;

Salinan AMDAL atau UKL-UPL;

g. Perjanjian jual beli dengan pemegang IUP Operasi Produksi (bagi yang tidak memiliki
IUP Operasi Produksi);

h. Salinan IUP Operasi Produksi yang merupakan sumber bahan pertambangan yang akan
diolah/dimurnikan;

i. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian.

=h

Bagian Keenam
Masa Berlaku IUP dan Perpanjangan IUP
Pasal 11

(1) 1UP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling
lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 5 (lima) tahun;

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima)
tahun;

(4) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan
melengkapi persyaratan :

a. Peta dan batas koordinat wilayah;

b. Rekomendasi dari Instansi terkait;

c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;

d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

(5) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang
IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak
menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik;

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pemegang IUP
Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

Bagian Ketujuh
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan
Pasal 12

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh
kegitan usaha pertambangan;

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban
kegiatan operasi produksi sumber daya mineral.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi masa berlaku IUP;

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, penghentian
sementara dilakukan Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP;



(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat dilakukan oleh
Petugas Lingkungan Hidup atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada
Bupati;

(5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas
permohonan dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima
permohonan tersebut;

Pasal 13

(1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati;

(2) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang
menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a dan b diberikan paling
lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun;

(3) Permohonan  perpanjangan penghentian sementara diajukan secara tertulis dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian
sementara.

Pasal 14

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan
kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP
terhadap Pemerintah tidak berlaku;

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang
menghalangi kegiatan usaha pertambangan dan karena kondisi daya lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan c, kewajiban pemegang IUP terhadap
Pemerintah tetap berlaku.

Pasal 15

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
a. habis masa berlakunya; atau
b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 16
Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :
a. Dikembalikan oleh pemegang IUP;
b. Dibatalkan atau dicabut oleh Bupati;
c. Habis masa berlakunya.
Pasal 17

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati
dan disertai dengan alasan yang jelas;



(2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui

Bupati dan setelah pemegang IUP memenuhi kewajibannya.

Pasal 18

(1) 1UP dapat dibatalkan atau dicabut oleh Bupati apabila :

a. Terdapat kekeliruan dalam IUP sebagai akibat kesalahan pemohon;
b. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam 1UP;
c. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah beroperasi tidak melaporkan kegiatannya;

d. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah IUP diterbitkan tanpa adanya kegiatan usaha.

(2) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan

permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan
tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir;

(3) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari

1)
()
(3)

(4)

()

(6)

(")

(8)
)

hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Pemegang IUP
Pasal 19

Pemegang IUP wajib melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, pengamanan teknis
dan lingkungan hidup.

Pemegang IUP wajib memelihara tata guna tanah dan air serta keawetan jalan-jalan umum
sesuai dengan petunjuk intansi teknis yang berwenang.

Pemegang IUP wajib mengembalikan tanah (melaksanakan reklamasi) sehingga tidak
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan penyakit
pada masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.

Pemegang IUP diwajibkan atas beban dan biaya sendiri memperbaiki semua kerusakan
akibat kegiatan dalam usaha pertambangan.

Guna kepentingan kelestarian lingkungan kepada pemegang IUP diwajibkan membayar
Jaminan Reklamasi melalui Bank dan menyerahkan asli Jaminan Reklamasi kepada Kepala
Dinas.

Besarnya Jaminan Reklamasi adalah :

a.  Luas areal s/d1l Ha sebesar Rp. 5.000.000,-
b.  Luas areal lebih dari 1s/d5 Ha sebesar Rp. 25.000.000,-
c.  Luas areal lebih dari 5s/d 10 Ha sebesar Rp. 50.000.000,-
d.  Luas areal lebih dari 10 s/d 50 Ha sebesar Rp. 100.000.000,-
e.  Luas areal lebih dari 50 Ha sebesar Rp. 200.000.000,-

Uang jaminan reklamasi harus disetorkan sebelum [IUP Operasi Produksi
diberikan/diserankan kepada Pemohon, kelalaian pembayarannya dapat dikenakan
pembatalan/pencabutan 1UP.

Uang Jaminan Reklamasi dapat dicairkan setelah berakhirnya masa berlaku  IUP  dan
reklamasi telah dilaksanakan sesuai rencana.

Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi, maka Dinas menghunjuk
perusahaan tertentu untuk mereklamasi areal bekas penambangan atas beban biaya
pemegang IUP sesuai rencana reklamasi yang telah ditetapkan.
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(10) Pemegang IUP wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan dan
produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar WIUP
Pasal 20

(1) Pemegang IUP melalui tahapan IUP Eksplorasi wajib menyusun program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah
Daerah dan masyarakat setempat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada
pemegang IUP.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat disekitar
WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas penambangan.

(5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
anggaran dan biaya pemegang IUP.

(6) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 21

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran
biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 22

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila :
(1) Tidak memiliki I1zin Usaha Pertambangan;
(2) Memiliki IUP Eksplorasi tetapi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;

(3) Menyimpang dari Kketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari lzin Usaha
Pertambangan;

(4) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pengawasan
Pasal 24

11



(1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk untuk tugas pengendalian dan pengawasan menutup
atau menghentikan dengan penyegelan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang tidak
memiliki izin usaha pertambangan.

(2) Penutupan dan penghentian dengan penyegelan berlaku juga bagi pemegang izin yang tidak
mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata cara penutupan dan atau penghentian dengan penyegelan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

BAB II1
SANKSI
Pasal 25

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Pasal 8 ayat (1), dan Setiap pemegang IUP yang dengan sengaja tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, serta Setiap orang yang mempunyai IUP
eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara
sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan setiap 1zin yang terdapat dalam Peraturan Daerah
ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah tersebut;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j.  menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

(1) Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah
ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama;

(2) Semua izin yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih tetap
berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 1 November 2011
BUPATI DELI SERDANG
dto
Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
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Drs. AZWAR S, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530112 197601 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Nomor
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